BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 1.4 TAHUN 2005

TENTANG :

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR 05 TAHUN 1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGESAHAAN SITE PLAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Menimbang

Mengingat

o]

BUPATI BOGOR,

. bahwa sehubungan dengan kebijakan penataan organisasi perangkat

daerah Kabupaten Bogor serta percepatan pelayanan pengesahan site
plan, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 05
Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Site Plan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Bogor Nomor 05 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengesahan Site Plan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

Y 4. Undang-Undang......
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Larangan Pencabutan
Hak-hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2324);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2944);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

\:13. Undang-Undang....
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan
Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan
Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha
Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asin

%24 Keputusan .....
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Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang
Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional
di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 60);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2000 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000
Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2002 Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2004 Nomor 171);

Keputusan Bupati Bogor Nomor 03 Tahun 1998.tentang Pembuatan
Tempat Peresapan Air di Kabupaten Daerah Tingkat I Bogor;

38.Keputusan....
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38. Keputusan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kriteria Lokasi
dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
BUPATI BOGOR NOMOR 05 TAHUN 1997 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGESAHAAN SITE PLAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bogor Nomor
05 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Site Plan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pasal 2

Menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengatur tata cara pemrosesan
pengesahan site plan, dengan memperhatikan prinsip percepatan dan
keterpaduan pelayanan, serta konsistensi atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.

| Pasal 3
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bogor.
‘ Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 99uguweas 2005

BUPATI BOGOR,
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Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 9 Gureto2005 P e e e B B

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 4/A a p
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